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10.

berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia nomor : 2611/U/1999 tentang Wm

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu membentuk
Lembaga Pos PAUD di Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo
Kota Pasuruan,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah sebagimana telah diubah dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IT
Pasuruan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991
tentang Pendidikan Luar Sekolah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992
tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi m
Daerah Otonom;

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan PAUD
dan Lembaga Pelatihan Keria;




Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Pasuruan;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;

3. Camat Gadingrejo Kota Pasuruan;

4. Ketua Lembaga Pos PAUD Kelurahan Petahunan;
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Pasuruan, 16 Januarl 2025

Ditandatangani Secara Elektronik oleh -
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Pembina Tingkat |
NIP. 18771206 200312 1 005
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RATNA DEWI KURNIAWATI, S.Pd selaku pengeiola | penyelenggara SPS
BINA SEJAHTERA tanggal 10 Januari 2025 Nomor : 421.1/009/PAUD/423.107/2025
beserta lampiran - lampirannya

Bahwa berdasarkan Surat darl Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 9
Januari 2025 Nomor : 500.5.7.15/0087/423,102/2025 Tentang Rekomendasl Izin SPS BINA

SEJAHTERA Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
lersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang — undangan
yang beriaku,

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1850, sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Baral,

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional:

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah

diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;

Undang - Undang Nomaor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1230 Tentang Pendirian Pra Sekolah,

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemeriniah Kota/Kabupaten,

9, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

10. Keputusan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 1ahun 1899, lentang
Penyelenggaraan PAUD,

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah,

13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; _

14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu
Satu Pintu.
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Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang beriaku atau yang akan ditentukan
kemudian.
: wamlmwmmmmmmmmm:
. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (liga puluh) har
sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keputusan inl berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari temyata

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :PASURUAN
Pada tanggal : 16 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat |
NIP. 19771206 200312 1 005




